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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kaitannya dengan upaya
menigkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan
dan pembangunan Kota Indramayu harus dioptimalkan terutama
dalam pengaturan pemanfaatan ruang di kota Indramayu
sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berdaya guna
dan berfungsi guna;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan
antar sektor, antar bagian wilayah kota dan antar pelaku dalam
pemanfaatan ruang kota Indramayu sebagaimana dimaksud pada
huruf “a” diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1988 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kota Indramayu Tahun 1986 — 2006 harus
ditinjau kembali keberadaannya sehingga sesuai dengan Rencana
Strategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Indramayu yang telah
ditetapkan;

bahwa Pertauran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu
Nomor 10 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota
Indramayu Tahun 1986 — 2006, sudah tidak sesuai lagi dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf “a, b dan c” diatas, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota
Indramayu Tahun 2003 sampai dengan 2012;

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);



N
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. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok — pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2013);

. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
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11.

12.
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Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3501);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 20024 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tetntang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara
Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3225) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3294) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan
Lahan Bagi Pembangunan Kawasan Industri;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum;

25.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3

26.

27.

28.

Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu
Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 33 Tahun 2000
Seri : D.23) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri : D.11) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002
tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah



Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
dan
BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) INDRAMAYU
TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2012SA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Indramayu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Indramayu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.

Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas
wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta
pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.

Wilayah Kota adalah wilayah perencanaan dan pertumbuhan kota yang meliputi:
A. Kecamatan Indramayu yang terdiri dari desa/kelurahan:
1. Kelurahan Karanganyar;

N

Kelurahan Karangmalang;

w

Kelurahan Lemahabang;

o

Kelurahan Lemahmekar;



Kelurahan Paoman;

Kelurahan Margadadi;
Kelurahan Kepandean;
Kelurahan Bojongsari;

S

Kelurahan Pekandangan;
10.Desa Pekandangan Jaya;
11.Desa Dukuh;
12.Desa Plumbon;
13.Desa Telukagung;
14.Desa Singaraja;
15.Desa Singajaya;
16.Desa Karangsong;
17.Desa Pabean Udin.

B. Kecamatan Pasekan yang terdiri dari desa:
1. Desa Pabean Ilir;

2. Desa Brondong;
3. Desa Karanganyar;
4. Desa Pasekan.

C. Kecamatan Sindang yang terdiri dari:

Desa Penganjang;

Desa Babadan;

Desa Sindang;

Desa Dermayu;

Desa Terusan;

Desa Panyindangan Kulon;

Desa Panyindangan Wetan;

Desa Rambatan Wetan;
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Desa Kenanga.

D. Kecamatan Balongan yang terdiri dari desa:
1. Desa Tegalurung;
2. Desa Balongan;

3. Desa Sukaurip;

4. Desa Sukareja;

5. Desa Rawadalem;
6. Desa Gelarmendala.

9. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah suatu
rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian



